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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1.  Kesimpulan 

 

Berdasarkan pemaparan yang telah penulis lakukan pada bab-bab 

sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan dari pemaparan di atas 

sebagai berikut : 

1.  Keabsahan perjanjian pembiayaan konsumen sangat penting dalam pemberian 

fasilitas pembiayaan konsumen karena menjadi dasar bagi Perusahaan 

Pembiayaan X untuk mencairkan dana kepada nasabah dan untuk melakukan 

cessie terhadap piutangnya atas nasabah. Keabsahan perjanjian pembiayaan 

konsumen ini dapat dianalisis berdasarkan Pasal 1338 dan Pasal 1320 

KUHPerdata, yang jika dilihat satu per satu syaratnya dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 

a. Pasal 1338 KUHPerdata, bahwa perjanjian pembiayaan konsumen tidak 

menyimpangi asas kebebasan berkontrak, yang artinya dalam pembuatan 

perjanjian tersebut para pihak bebas untuk menentukan akan membuat 

perjanjian atau tidak, memilih dengan siapa perjanjian itu dibuat, 

menentukan bentuk perjanjian, menentukan isi perjanjian, dan 

menentukan cara perjanjian itu dibuat. 

b. Pasal 1320 KUHPerdata  

- Kesepakatan dalam perjanjian pembiayaan konsumen ini terpenuhi 

karena terhadap penawaran dari Perusahaan Pembiayaan X telah 

terdapat akseptasi dari nasabah, serta dalam mencapai kesepakatan 

tersebut para pihak bebas dari paksaan, penipuan, dan kekhilafan. 

- Kecakapan dalam perjanjian pembiayaan konsumen ini terpenuhi 

selama para pihak yang membuat perjanjian merupakan orang yang 

cakap menurut undang-undang, yaitu berusia paling rendah 18 tahun 

dan bukan orang yang berada di bawah pengampuan. 
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- Suatu hal tertentu dapat dikatakan terpenuhi karena adanya objek 

dalam perjanjian pembiayaan konsumen yang sudah dapat ditentukan 

yaitu pembiayaan konsumen dalam bentuk utang piutang. 

- Suatu sebab yang halal terpenuhi karena isi perjanjian pembiayaan 

konsumen ini yaitu mengenai pembiayaan konsumen tidak 

bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban 

umum. Isi dari perjanjian pembiayaan konsumen ini juga telah sesuai 

dengan yang ditentukan dalam Pasal 34 POJK tentang 

Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Mengenai klausul 

pengalihan perjanjian yang terdapat dalam Pasal 20 ayat (2), ayat (3), 

serta ayat (4) huruf b dan f yang menentukan mengenai betekening di 

awal juga tidak bertentangan dengan Pasal 613 ayat (2) KUHPerdata 

karena dalam Pasal 613 ayat (2) KUHPerdata tidak disebutkan secara 

jelas kapan betekening harus dilakukan.  

2.  Cessie yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan X kepada Bank Y 

bertujuan untuk memperoleh dana dalam waktu yang cepat untuk disalurkan 

lagi sebagai pembiayaan kepada nasabah lain dan untuk biaya operasional 

dari perusahaan pembiayaan sendiri. Namun praktik cessie tersebut tidak 

sesuai dengan Pasal 613 ayat (2) KUHPerdata karena tidak dilakukan 

betekening satu per satu kepada nasabah setelah terjadinya cessie, betekening 

kepada nasabah dilakukan di awal sebelum cessie terjadi melalui klausul 

pengalihan perjanjian dalam akta perjanjian pembiayaan konsumen dan hanya 

akan dilakukan betekening kepada nasabah setelah cessie terjadi apabila 

terdapat indikasi wanprestasi atau telah terjadi wanprestasi oleh Perusahaan 

Pembiayaan X kepada Bank Y, sehingga di sini nasabah tetap tidak 

mengetahui bahwa telah dilakukan cessie. Betekening seperti itu 

mengakibatkan cessie yang terjadi tidak memiliki akibat hukum bagi nasabah 

karena menyimpangi ketentuan mengenai cessie dalam Pasal 613 ayat (2) 

KUHPerdata yang terdapat pada Buku II KUHPerdata yang sifatnya tertutup, 

sehingga pembayaran utang yang dilakukan nasabah kepada Perusahaan 

Pembiayaan X harus dianggap sah selama belum dilakukan betekening. 

Ketentuan mengenai betekening seperti itu akan menimbulkan potensi 
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perbuatan melawan hukum dalam praktik cessie tersebut dengan terpenuhinya 

unsur suatu perbuatan yang melawan hukum. Terpenuhinya unsur tersebut 

dikarenakan betekening dalam praktik cessie yang tidak dilakukan kepada 

nasabah pada saat yang sama dengan pembuatan akta cessie atau apabila 

nasabah tidak hadir pada waktu pembuatan akta cessie harus dilakukan 

pemberitahuan, atau penerimaan, atau pengakuan tertulis dari nasabah, yang 

mana hal itu tidak sesuai dengan Pasal 613 ayat (2) KUHPerdata. 

Terpenuhinya satu unsur perbuatan melawan hukum dalam praktik cessie ini 

menunjukkan bahwa tidak menutup kemungkinan unsur-unsur lain dari 

perbuatan melawan hukum akan terpenuhi dalam praktik cessie lainnya, dan 

apabila semua unsur perbuatan melawan hukum dapat dibuktikan maka 

nasabah dapat menuntut ganti rugi kepada perusahaan pembiayaan.  

 

5.2.  Saran 

 

Berdasarkan pemaparan yang telah penulis lakukan pada bab-bab 

sebelumnya terkait permasalahan dalam skripsi ini, maka terdapat beberapa saran 

sebagai berikut :   

1. Adanya praktik cessie yang tidak sesuai dengan Pasal 613 ayat (2) 

KUHPerdata yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan disebabkan karena 

betekening satu per satu kepada nasabah dirasa sudah tidak aplikatif lagi. 

Betekening satu per satu kepada nasabah akan membutuhkan waktu yang 

lama, sementara perusahaan pembiayaan membutuhkan dana dalam waktu 

yang cepat. Oleh karena itu sudah seharusnya dibuat pengaturan lebih lanjut 

mengenai cessie yang lebih sesuai dan aplikatif bagi perusahaan pembiayaan, 

sehingga perusahaan pembiayaan dapat memperoleh dana dalam waktu cepat 

dan dengan tetap melakukan betekening kepada nasabahnya.  

2. Sebelum adanya pengaturan lebih lanjut mengenai cessie, perusahaan 

pembiayaan tetap harus melakukan praktik cessie yang sesuai dengan Pasal 

613 ayat (2) KUHPerdata dengan melakukan betekening satu per satu kepada 

nasabah. Hal itu harus dilakukan sebagai bentuk perlindungan kepada 
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nasabahnya agar tidak tertipu oleh pihak yang mengaku sebagai krediturnya 

setelah dilakukannya cessie, serta agar nasabah bisa membayar utangnya 

kepada kreditur yang benar. Dengan adanya kemajuan teknologi sekarang ini, 

betekening satu per satu kepada nasabah bisa dilakukan melalui e-mail 

ataupun pos tercatat. Terhadap ketentuan mengenai pengalihan perjanjian 

pada akta perjanjian pembiayaan konsumen juga diperlukan adanya 

perubahan agar sesuai dengan Pasal 613 ayat (2) KUHPerdata, yaitu dengan 

ketentuan bahwa betekening kepada nasabah tetap dilakukan setelah 

terjadinya praktik cessie.  

3. Perlu juga adanya pengawasan dari OJK terhadap perjanjian pembiayaan 

konsumen karena OJK mempunyai kewenangan untuk melakukan 

pengawasan terhadap lembaga keuangan, yang salah satunya adalah 

perusahaan pembiayaan. Hal itu perlu dilakukan agar klausul-klausul yang 

terdapat dalam perjanjian pembiayaan konsumen memenuhi ketentuan-

ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan, sehingga 

nasabah memperoleh perlindungan hukum.     
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